BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 188.45/ 8% /KUM/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

BUPATI KOTABARU,

Menimbang . a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan administrasi
pemberian cuti Pegsawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dipandang untuk
menunjuk pejabat yang diberikan wewenang untuk
menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

b. bahwa berdasarkan ketentuan angka II point 3
Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, Pejabat
Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian
wewenangnya kepada pejabat dilingkungannya untuk
memberikan cuti;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

Mengingat . 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 604 1);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1861);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21
Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotabaru tahun 2019 nomor 8 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Memberikan Delegasi Wewenang kepada Pegawai Negeri
Sipil yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotabaru untuk memberikan/menangguhkan/
menolak permintaan cuti bagi Pejabat Administrator dan
Pejabat Pengawas (eselon III dan IV) Non Kepala Satuan
Kerja Penrangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotabaru, sepanjang yang menyangkut :

Cuti tahunan;

Cuti besar;

Cuti sakit;

Cuti melahirkan;

Cuti karena alasan penting; dan
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Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Memberikan Delegasi Wewenang kepada Pegawai Negeri
Sipil yang menduduki Jabatan Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang
Kepegawaian Kabupaten Kotabaru untuk memberikan/
menangguhkan/menolak permintaan cuti bagi Pejabat
Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotabaru sepanjang yang
menyangkut :

Cuti tahunan;

Cuti Besar;

Cuti sakit;

Cuti melahirkan;

Cuti karena alasan penting; dan
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Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Penyampaian usulan cuti sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA disampaikan melalui Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang
Kepegawaian Kabupaten Kotabaru.



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Daftar pendelegasian Cuti Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum
Ketiga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan
Bupati Kotabaru Nomor 188.45/45/BKD/2014 tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal \§ Fehruary 3020

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Kalimantan Selatan.

Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Banjarmasin

di Banjarbaru.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.

Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 188.45/ § % /KUM/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG
PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTABARU

DAFTAR PENDELEGASIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO JABATAN PEJABAT PEMBERI CUTI KETERANGAN
1. | Pimpinan Tinggi Pratama Bupati Asisten
(eselon 11) / Kepala SKPD Staf Ahli
Para Kepala SKPD
Direktur RSUD
Camat.
2. | Administrator (eselon lil) Sekretaris Daerah

Pengawas (eselon IV)

Pelaksana dan Jabatan
Fungsional

Kepala
menangani
kepegawaian

SKPD yang
urusan bidang
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